 DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PROBOLINGGO


A. INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA
	
No
	
Judul Informasi
	
Ringkasan Isi Informasi
	
Penanggung Jawab Pembuat Informasi
	Waktu Pembuatan / Penerbitan Informasi
	Bentuk Informasi Yang Tersedia
	
Jangka Waktu Penyimpanan Arsip
	
Jenis MediaYang Memuat Informasi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Profil Dinas Perhubungan Kota Probolinggo
	Informasi dan alamat lengkap Dinas Perhubungan Kota Probolinggo
	Sekretaris Dinas
	2024
	Website
	Tidak Terbatas
	dishub.probolinggokota.go.id

	2.
	Visi dan Misi
	Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Probolinggo
	Sekretaris Dinas
	2024
	Website
	Tidak Terbatas
	dishub.probolinggokota.go.id

	3.
	Nama Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo
	Daftar nama Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo
	Sekretaris Dinas
	2024
	Hardcopy dan Soft Copy
	Tidak Terbatas
	dishub.probolinggokota.go.id

	4.
	Aset
	Aset Dinas Perhubungan Kota Probolinggo
	Sekretaris Dinas
	2024
	Hardcopy dan Soft Copy
	Tidak Terbatas
	dishub.probolinggokota.go.id

	5.
	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa
	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa
	Sekretaris Dinas
	2024
	Hardcopy dan Soft Copy
	Tidak Terbatas
	dishub.probolinggokota.go.id




B. INFORMASI YANG SERTA MERTA
	
No
	
Judul Informasi
	
Ringkasan Isi Informasi
	
Penanggung Jawab Pembuat Informasi
	Waktu Pembuatan / Penerbitan Informasi
	Bentuk Informasi Yang Tersedia
	
Jangka Waktu Penyimpanan Arsip
	
Jenis MediaYang Memuat Informasi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Rekayasa lalu lintas
	Pengalihan arus lalu lintas pada event-event di Kota Probolinggo (Hari Raya Idul Fitri, Semipro, Nataru dll)
	Bidang LLA
	2024
	Hardcopy dan Soft Copy
	1 (Satu) Tahun
	dishub.probolinggokota.go.id







C. INFORMASI YANG TERSEDIA SETIAP SAAT
	
No
	
Judul Informasi
	
Ringkasan Isi Informasi
	
Penanggung Jawab Pembuat Informasi
	Waktu Pembuatan / Penerbitan Informasi
	Bentuk Informasi Yang Tersedia
	
Jangka Waktu Penyimpanan Arsip
	
Jenis MediaYang Memuat Informasi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Informasi tentang peraturan, keputusan dan kebijakan
	Informasi tentang peraturan, keputusan dan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo
	Sekretaris Dinas
	2023
	Hardcopy dan Soft Copy
	Tidak Terbatas
	dishub.probolinggokota.go.id

	2.
	Sumber Daya Manusia
	Data Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Probolinggo
	Sekretaris Dinas
	2023
	Hardcopy dan Soft Copy
	Tidak Terbatas
	dishub.probolinggokota.go.id

	3.
	Data Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo
	Data Angkutan Jalan, PJU, Traffict Light, CCTV, rambu, marka dll
	Sekretaris Dinas, Kepala Bidang
	2024
	Hardcopy dan Soft Copy
	Tidak Terbatas 
	dishub.probolinggokota.go.id

	4.
	Informasi dokumen keuangan
	Informasi dokumen keuangan Dinas Perhubungan Kota Probolinggo (Renstra, SIRUP, KUA dan DPA)
	Sekretaris Dinas
	[bookmark: _GoBack]2024
	Hardcopy dan Soft Copy
	Tidak Terbatas
	dishub.probolinggokota.go.id




D. DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
	
No
	
Jenis Informasi tertentu yang akan dikecualikan
	
Dasar Hukum Pengecualian Informasi
	ddUraian Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik
	Batas Waktu Pengecualian

	
	
	
	Informasi Dibuka
	Informasi Ditutup
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Informasi hasil rapat Pemerintah
Daerah yang bersifat tertutup, meliputi :
- Laporan singkat
- Catatan rapat
- Risalah
- Slide presentasi dan/atau rekaman,
transkrip suara/pembicaraan, dan
keputusan rapat tertutup yang
bersifat rahasia
	

· Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP
· Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tetang Kearsipan
	Dapat menggangu proses penyusunan kebijakan

	Mengamankan proses
penyusunan kebijakan

	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat

	2.
	Dokumen penerima Layanan Publik
	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP
	Mengungkap rahasia pribadi seseorang
	Melindungi privasi penerima layanan dari orang lain yang tidak bertanggung jawab
	Tidak terbatas

	3.
	Data Pelapor Pengaduan
	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP
	Menurunkan kredibilitas dari
Pemerintahan dalam pelayanan
	Menghindari terjadinya
kesalahpahaman
informasi dimata publik
	Sampai dengan hasil
penyelesaian dari laporan
pengaduan


	4.
	Disposisi memorandum dan nota dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menurut sifatnya harus dirahasiakan
	· Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP
· Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU NO. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
	Dapat mengganggu proses penyusunan
kebijakan
	Mengamankan proses
penyusunan kebijakan
	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat

	5
	Draft Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja) dan draft Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebelum disahkan
	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP
	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan
	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
	Sampai mendapat penetapan dari Walikota

	.6
	Exercise / perhitungan APBD Pemerintah Daerah (sebelum disampaikan dan dibahas DPRD)

	· Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP
· Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak
	Menghindari terjadinya
kesalahpahaman informasi di mata publik
	Sampai ditetapkan dalam Perda

	.7.
	Seluruh dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan tahun berjalan
	· Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP
· Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan
	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak- pihak yang tidak terkait
	Melindungi dan mengurangi
penyalahgunaan dokumen negara
	Selama masih berlaku

	8.
	Dokumen pertanggung jawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya 
	· Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP
· Pasal 44 ayat (1) dan (2) dan pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
	Dapat menimbulkan
penyalahgunaan dokumen Negara
	Melindungi dan mengurangi
penyalahgunaan dokumen negara
	Tidak terbatas

	9.
	Biodata elektronik & non elektronik PNS (database) 
	Pasal 17 huruf h UU No.
14 Tahun 2008 tentang
KIP
	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia
	Melindungi data pribadi
	Tidak terbatas

	10.
	Daftar penilaian prestasi kerja /DP3/SKP PNS
	· Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP
· UU No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian
	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia
	Melindungi data pribadi
yang bersifat rahasia
	Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS yang bersangkutan/pihak yang berwenang

	11.
	Rencana operasi pengawasan angkutan barang & penumpang
	· UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP
· UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	Menghambat kesuksesan
kebijakan
	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
	Sampai selesai pelaksanaan pengawasan

	12.
	Dokumen Elektronik (Rekaman CCTV)
	Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi Transaksi elektronik
	Bisa disalahgunakan untuk kejahatan
	Sistem pengawasan lalu lintas tidak disiarkan secara
langsung/diberikan kepada masyarakat umum karena alasan keamanan
	Tidak terbatas

	13.
	Data Kepegawaian ASN/Non ASN (Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai)
	UU No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian
	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia
	Melindungi data pribadi
	Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS yang bersangkutan/pihak yang berwenang







KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PROBOLINGGO



Dr. AGUS EFENDI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730909 199201 1 001

